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MOTO 

“Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (surga yang 

penuh) kenikmatan.” 

(Al-infithâr/82:13) 

 

“Bayarlah Pajak Sedini Mungkin, Agar Kelak Anak Cucu Kita Tidak Menuduh Kita 

Hidup Tak Berguna” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
https://almanhaj.or.id/4089-berkata-benar-jujur-dan-jangan-dusta-bohong.html 

2
berita pajak No. 1455/ Tahun 2001:47  
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RINGKASAN 

PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK MENGGUNAKAN  e-BILLING 

SYSTEM PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER; 

Qurfistana Dyah Novita Ulfa, 140903101062; 2014: 68 halaman; Program Studi 

Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember. 

  

 Awalnya Pembayaran Pajak dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Negara 

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) secara manual (kertas)  yang 

disediakan oleh KPP. Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi 

terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak 

menggembangkan sistem pembayaran pajak secara elektronik yang dikenal dengan e-

Billing.  

 e-Billing adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan 

Kode Billing. e-Billing system ini hadir untuk mewujudkan komitment Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) dalam pengalihan sistem manual menuju sistem elektronik 

perpajakan. e-Billing sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak karena mempermudah 

Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran dari mana saja dan kapan saja serta dapat 

menghindari kesalahan pencatatan transaksi, data transaksi Wajib Pajak akan 

langsung terekam pada sistem DJP. Ada 3 langkah dalam memulai layanan Billing 

system DJP yaitu Pendaftaran Peserta Billing , Pembuatan Kode Billing, Pembayaran 

Berdasarkan Kode Billing.  

Pendaftaran e-Billing adalah tahap pertama sebelum Wajib Pajak 

mendapatkan kode billing yang  digunakan untuk membayar atau menyetor pajak. 

Ada 4 (empat) cara Wajib Pajak mendapatkan kode billing, yaitu Melalui 

https://sse3.pajak.go.id (SSE3), Billing DJP, SMS ID Billing, dan Internet Banking. 

Keuntungan e-Billing dalam pelaksanaanya lebih mudah, lebih cepat, dan lebih 

akurat. Wajib Pajak tidak perlu mengantri di loket teller untuk melakukan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

https://sse3.pajak.go.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

viii 

 

pembayaran. Wajib Pajak juga dapat melakukan transaksi pembayaran pajak melalui 

Internet Banking atau melalui mesin ATM. 

Sistem akan membimbing Wajib Pajak dalam pengisian SSP elektronik 

dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan Wajib Pajak, sehingga 

kesalahan data pembayaran, seperti Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran dapat 

dihindari dan kesalahan entry data yang biasanya terjadi di teller dapat terminimalisir 

karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah Wajib Pajak input 

sendiri sesuai dengan transaksi perpajakan Wajib Pajak yang benar.Kendala dari 

sistem ini yaitu kurangnya sosialisasi tentang adanya pembayaran menggunakan e-

Biling serta masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti Tekhnologi Informasi 

atau bagaimana cara mengoperasikan komputer dan sejenisnya. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 39/UN25.1.2/SP/2017, DIII 

Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Jember) 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem perekonomian pancasila 

memiliki tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 alinea IV. Berdasarkan tujuan tersebut, Negara mempunyai dua 

tugas rutin dan tugas pembangunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Negara 

membutuhkan sumber pembiayaan. Tugas pembangunan dibiayai dari bantuan luar 

negeri sedangkan tugas rutin Negara dibiayai dari penerimaan rutin yang diperoleh 

dari sektor dalam negeri seperti: hasil bumi, hasil perusahaan milik Negara, denda, 

termasuk pungutan berupa pajak.  

Pajak merupakan jiwa Negara, tanpa pajak Negara akan lumpuh karena sumber 

penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

berasal dari pajak. Pajak merupakan kontribusi  Wajib Pajak kepada Negara 

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas 

jasa (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. Negara sangat mengandalkan penerimaannya dari 

sektor pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, khususnya untuk 

pengeluaran rutin. Berdasarkan pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan 

menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. 

Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam 

hal ini sebagai besar dikelola oleh Direktorat Jederal Pajak - Kementerian 

keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh 

Pemerintah Daerah baik di tingakt Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Segala 

pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 

Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Untuk 
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administrasi yang berhubungan dengan pajak daerah akan dilaksanakan di Kantor 

Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang 

dibawahi oleh Pemerintah Daerah Setempat.  

Pada saat ini kemajuan teknologi semakin pesat. Banyak orang yang telah 

menggunkan teknologi informasi karena dianggap lebih efisien dan cepat. Oleh 

karena itu, teknologi sangat banyak digunakan baik dalam pemerintahan dibeberapa 

negara. Penggunaan teknologi informasi melalui media online menjadi pilihan karena 

sangat mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance). 

Pemerintah Indonesia melakukan peningkatan kualitas layanan publik serta kinerja 

birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dengan 

mengembangkan e-goverment. e-goverment telah diperkanalkan di Indonesia melalui 

Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi Media 

dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan 

teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses 

demokrasi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah Kementerin Keuangan 

merupakan salah satu intansi pemerintah yang sudah menerapkan e-goverment. 

Karena Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tugas dan kewajiban untuk 

memberikan layanan prima kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. Sesuai dengan UU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (KUP) di Indonesia menggunakan cara Self Assessment sebagai 

sistem pemungutan pajak.  Dengan cara ini negara memberikan kepercayaan 

sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak 

terhutang ke kas negara.  

Peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

membayar pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Surat Setoran Pajak 

(SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui 

tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sesuai dengan PMK-
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242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran pajak, PMK-

32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik dan PER-

26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik maka diterbitkan 

Modul Penerimaan Negara (MPN G1). Dalam MPN G1 ini Wajib Pajak membayar 

pajaknya dengan mengisi SSP dan dibayarkan di Bank Persepsi atau Kantor Pos. 

Kemudian Bukti Penerimaan Negara (BPN)  yang terbit ketika proses pembayaran 

telah dilakukan dengan adanya Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). NTPN 

ini hanya berupa angka saja. Sedangkan NTPN ini sangat kurang jumlahnya dengan 

jumlah Wajib Pajak yang ada. Maka diterbitkanlah MPN G2 (Modul Penerapan 

Negara Generasi Kedua). Modul ini disusun untuk memperbaiki sistem MPN 

sebelumnya (MPN G1). Dalam  MPN G2 yang metode pembayaran NTPN (Nomor 

Tanda Penerimaan Negara) berupa perpaduan antara angka dan huruf. Arah 

penyempurnaan MPN G2 meliputi perubahan dari sistem manul  ke Billing System, 

dari layanan over the counter (teller) ke layanan online, dari single currency 

(pembayaran dengan rupiah) mejadi dapat melayani valuta asing, dari terbatasnya 

pada beberapa jenis penerimaan menjadi mencakup keseluruhan penerimaan.  

Sejak tanggal 1 Januari 2016 sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal 

Pajak NO.SE-11/PJ/2016. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 pembayara pajak 

secara manual yang menggunakan SSP telah digantikan dengan e-Billing. Semua 

bank persepsi termasuk semua bank BUMN wajib melaksanakan e-Billing sebagai 

penerapan MPN G2 (Modul Penerapan Negara Generasi Kedua)  dan tidak akan 

melayani pembayaran secara manual lagi. Namun pembayaran pajak melalui Kantor 

Pos selama tanggal 1 Juli 2016 sampai 31 Desember 2016 masih menerima 

pembayaran secara manual dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) 

walaupun sudah dikeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak. Namun sejak 

tanggal 1 januari 2017 e-Billing System sudah diberlakukan secara wajib dan tidak 

menerima pembayaran secara manual lagi menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak).  
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Kantor Pelayana Pajak Pratama Jember merupakan kantor yang berwenang 

mengelola pajak pusat. Jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Jember selama 3 (tiga) tahun terkhir. Hal tersebut dapat 

dilihat pada tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Tahun 2014-2016) KPP Pratama 

Jember  

 

Tahun Wajib Pajak Orang Pribadi 

(Dalam  Ribuan) 

Per 31 Desember 2014 135.447 

Per 31 Desember 2015 152.260 

Per 31 Desember 2016 169.663 

Per 28 februari 2017 170.238 

Sumber :Seksi PDI KPP Pratama Jember (2017) 

 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun jumlah 

Wajib Pajak orang pribadi di Kabupaten Jember semakin bertambah, hal ini 

mengakibatkan beban pengarsipan dan waktu yang dibutuhkan untuk pengelolaan 

SSP semakin lama dan tidak efisien, dan hal tersebut tidak di imbangi dengan 

pertumbuhan pegawai atau petugas pajak itu sendiri. Maka dari itulah Direktorat 

Jenderal Pajak melakukan inovasi dalam hal pembayaran SSP guna mempermudah 

wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak melalui e-Billing System. 

e-Billing ini hadir untuk mewujudkan komitmen DJP dalam pengalihan sistem 

manual menuju sistem elektronik perpajakan. e-Billing sangat bermanfaat bagi wajib 

pajak karena mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran dari mana 

saja dan kapan saja, dapat menghindari kesalahan pencatatan transaksi, dan data 

transaksinya akan langsung terekam di sistem DJP. Berikut adalah data wajib pajak 

yang telah menggunakan fasilitas e-Billing System di KPP Pratama Jember pada tabel 

1.2. 
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Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak yang menggunakan e-Billing System KPP Pratama 

Jember 

 

Tahun Jumlah  

Wajib Pajak 

Keseluruhan 

(dalam ribuan) 

Jumlah Wajib 

Pajak yang 

melakukan 

transaksi  

(dalam ribuan) 

Jumlah 

Transaksi 

(dalam 

ribuan) 

Per 31 

Desember 2016 

169.663 14.287 79.051 

Per 28 Februari 

2017 

170.238 4.902 21.643 

Sumber :Seksi PDI KPP Pratama Jember (2017) 

 

Berdasarkan data diatas jumlah wajib pajak pada tahun 2016 (Juli s.d. Desember) 

dengan jumlah Wajib Pajak 14.287 telah melakukan transaksi pembayaran pajak 

dengan menggunakan e-Billing System sebanyak 79.051 transaksi. Dengan total 

jumlah keseluruhan Wajib Pajak sebanyak 169.663. Total transaksi ini tidak murni 

hanya menggunakan e-Billing System karena pada nyatanya Kantor Pos pada bulan 

Juli sampai dengan Desember masih menerima transaksi menggunakan SSP 

walaupun telah dikeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak NO.SE-

11/PJ/2016.  Sedangkan pada tahun 2017 (Januari s.d. Februari) dengan jumlah Wajib 

Pajak 4.902 telah melakukan transaksi pembayaran pajak dengan menggunakan e-

Billing System sebanyak 21.643 transaksi. Dengan jumlah Wajib Pajak keseluruhan 

sebanyak 170.238. Total transaksi ini telah menggunakan e-Billing System 

seluruhnya. Karena Kantor Pos dan Bank Persepsi tidak menerima transaksi dengan  

menggunakan SSP. 

Dengan adanya kemudahan pembayaran pajak ini, diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak juga akan 

diimbangi dengan penerimaan yang seharusnnya didapatkan dari penerimaan pajak. 
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Berikut ini adalah penerimaan pajak dengan e-Billing System KPP Pratama Jember 

pada tabel 1.3. 

Tabel 1.3 penerimaan pajak dengan e-Billing System KPP Pratama Jember 

Bulan Target Penerimaan 

menggunakan e-Billing 

System 

(dalam milyaran) 

Realisasi 

Penerimaan 

menggunakan  

e-Billing System 

(dalam milyaran) 

Persentase 

menggunakan 

e-Billing System 

 

Januari 59.262.642.455 34.547.264.800 36,82% 

Februari 42.330.458.784 30.573.943.966 41,93% 

Sumber :Seksi PDI KPP Pratama Jember (2017) 

 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa target penerimaan belum 

terpenuhi semua. Pada bulan Januari target penerimaan terealisasi sebesar 36,82% 

dari 100% dan pada bulan Februari terealisasi sebesar 41,93%. Ini menunjukkan 

kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak masih kurang. Oleh karena itu perlu 

dukungan semua pihak secara terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada 

wajib pajak terus berjalan dan sekaligus terciptanya administrasi perpajakan yang 

modern. Namun saat ini masih banyak Wajib Pajak yang bingung dengan sistem yang 

baru ini karena sebagian Wajib Pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem 

komputer dalam pembayaran pajak sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini 

dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang belum paham tentang prosedur 

pembayaran pajak secara elektronik serta kemampua atau waawasan Wajib Pajak 

tentang teknologi informasi masih kurang. Selain itu, sosialisasi tentang e-Billing 

system kepada Wajib Pajak masih belum maksimal.  

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, penulis tertarik megambil judul tentang 

“Prosedur Pembayaran Pajak Menggunakan e-Billing System pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Jember”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis mengambil judul Prosedur 

Pembayaran Pajak Menggunakan e-Billing System pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Jember? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata  

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan 

menjelaskan  Prosedur Pembayaran Pajak Menggunakan e-Billing System pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.  

 

1.3.2   Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

 Adapun manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah: 

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas 

mengenai Prosedur Pembayaran Pajak Menggunakan e-Billing System pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember; 

b. Memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh 

selama menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi 

Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Jember; 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pajak  

Pengertian Pajak setiap ahli mendefinisikan pajak secara berbeda. Namun pada 

dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang sama. 

Definisi pajak menurut para ahli antara lain: 

a) Menurut Soemitro, (dalam Mardiasmo 2016:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada 

kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  

b) Direktorat Penyuluha Pelayanan dan Humas (2012:5) mendefinisikan Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

c) Menurut Meliala (2007:4) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta 

rakyat untuk membiayai Negara dan Pembangunan Nasional. 

 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran wajib 

rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Daerah, dan diatur berdasarkan Undang-Undang yang bersifat 

memaksa serta tidak mendapatkan fasilitas secara langsung karena hasil dari 

pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk 

kepentingan umum dalam bidang social dan ekonomi. Misalnya, pembayaran pajak 

yang dialokasikan untuk membangun, memperbaiki dan memelihara prasarana-

prasarana publik, untuk membayar gaji Pegawai Negara Sipil (PNS) yang posisinya 
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sebagai pelayan masyarakat, membiayai pengadaan kebutuhan bagi Tentara Nasional 

Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan lain-lain. 

 

2.1.1 Unsur-unsur Pajak 

Menurut Soemitri (dalam Mardiasmo 2016:3) Unsur-unsur Pajak dapat 

dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu : 

a. Iuran dari rakyat kepada negara  

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

b. Berdasarkan Undang-undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaanya. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak  

Menurut Devano dan Rahayu (2006:25) fungsi pajak merupakan kegunaan 

suatu hal yang meliputi kegunaan pokok dan manfaat pokok dalam meningkatkan 

kesejahteraan umum. Terdapat dua macam fungsi pajak yaitu fungsi budgetair dan 

fungsi regulerend. 

Menurut Mardiasmo (2016:4), Fungsi Pajak yaitu sebagai berikut: 

a. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 
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Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. 

Contoh : 

1) Fungsi mengatur (Regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

2) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasaran dunia; 

3) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

 

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka 

menurut Mardiasmo (2016:4) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun 

pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni 

dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, 

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan 

Pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan 

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.  

c. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 
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d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil 

pemungutannya. 

e. Sistem pemungun pajak harus sederhana 

System pemungutan pajak harus sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi 

oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

 

2.1.4 Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan 

pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain: 

a. Teori Asuransi  

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh 

karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi 

asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

b. Teori Kepentingan  

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya 

perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang 

terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.  

c. Teori Daya Pikul  

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar 

sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul 

dapat digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu: 

1)   Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang 

dimiliki oleh seseorang.  

2)   Unsur Subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang 

harus dipenuhi. 
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d. Teori Bakti  

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari 

bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

e. Teori Asas Daya Beli  

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut 

pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah 

tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat 

dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian 

kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. 

 

2.1.5 Wajib, Subjek dan Objek Pajak 

a. Wajib Pajak 

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daeran diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak 

yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. 

b. Subjek Pajak  

Adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak. 

c. Objek Pajak  

Adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukakn oleh orang pribadi maupun badan 

yang bias menimbulkan hutang pajak. 

 

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga 

asas tersebut negara memberikan hak kepada dirinya dalam memungut pajak yang 

diperoleh dari penduduknya dari harta yang dimilikinya. Asas-asas pemungutan pajak 

tersebut antara lain: 
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a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) 

Devano dan Rahayu (2006:38) menyatakan pemungutan pajak tergantung pada 

tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak. Sedangkan menurut Mardiasmo 

(2016:9) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam 

maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. 

b. Asas Sumber  

Devano dan Rahayu (2006:38) mengatakan bahwa pemungut pajak ini 

tergantung pada sumber dimana objek pajak tersebut diperoleh sedangkan 

menurut Mardiasmo (2016:9) Negara barhak mengenakan pajak atas penghasilan 

yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

c. Asas Kebangsaan  

Menurut Devano dan Rahayu (2006:39) asas ini merupakan asas yang menganut 

cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu Negara 

sedangkan menurut Mardiasmo (2016:9) Pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu Negara. 

 

2.1.7 Jenis Pajak  

Menurut Resmi (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, 

dan menurut lembaga.  

a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau 

pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. 

Misalnya Pajak Penghasilan (PPh). 

2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi 
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jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan 

terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Misalnya 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak 

tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang 

terdapat dalam kewajiban perpajakannya, berikut ini ketiga unsur tersebut. 

a) Penanggungjawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan 

melunasi pajak; 

b) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu 

beban pajaknya; 

c) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani 

pajak. 

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, maka pajaknya disebut 

pajak langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu 

orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung. 

b. Menurut Sifat, pajak dikelompokan menjadi dua yaitu : 

1) Pajak Subjektif, penggunaan pajak pertama memperhatikan keadaan pribadi 

Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah 

diperhatikan objektifnya sesuai gaya pikut apakah dapat dikenakan pajak atau 

tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), jumlah tanggungan 

dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. 

2) Pajak Objektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan atau melihat 

objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang 

menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui 

objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan 

objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak 

memperhitungkan apakah Wajib Pajak tersebut memiliki tanggungan atau 

tidak.  
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c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:  

1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah 

tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah. Pajak 

daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Misalnya Pajak 

Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-lain.  

 

2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:9) menyatan bahwa Sistem Pemungutan Pajak 

yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu: 

a. Official Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak. Ciri-cirinya:  

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus; 

2) Wajib Pajak bersifat pasif; 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. 

b. Self Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membeikan wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-

cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak 

sendiri; 
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2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang; 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. Withholding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.        

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.1.9 Nomor Pokok Wajib Pajak 

a. Pengertian  

Menurut Muljono (2008:1) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang 

diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajak yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

b. Fungsi NPWP 

1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. 

2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam penawasan 

administrasi perpajakan. 

c. Pencantuman NPWP 

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan 

mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. 

 

2.1.10  Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pembayaran Pajak 

a. Pengertian  

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


17 
 

 

 

ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 

Mardiasmo (2016:41). 

b. Fungsi SSP  

SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh 

pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang atau apabila telah 

mendapatkan validasi. Mardiasmo (2016:42). 

c. Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak 

1) Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan 

2) Kantor Pos 

d. Jangka Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016: 42) jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak 

diatur sebagai berikut: 

1)  Pembayaran Masa  

(a) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan 

harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah 

Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. 

(b) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus 

disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah 

Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.  

(c) PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan yang dipotong/dipungut atau yang harus dibayar 

sendiri oleh Wajib Pajak, harus disetor sebelum akta, keputusan, 

perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang. 

(d) PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling 

lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.  

(e) PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama 

tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 
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(f) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling 

lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 

(g) PPh Pasal 23 dan PPh pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus 

disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa 

Pajak berakhir. 

(h) PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan 

berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.  

(i) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi 

bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea 

Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh pasal 22, PPN atau PPN dan 

PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen 

pemberitahuan pabean impor. 

(j) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 

(satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak. 

(k) PPh Pasal 22 pemungutannya dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran 

atau pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar sebadai Pemungut 

PPh pasal 22, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksaan 

pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 

(l) Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor 

paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas 

penyerahan barang yang biayai dari Belanja Negara atau Belanja 

Daerah. 

(m) PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan 

tertentu sebagai Pemungut  Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 

(sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 
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(n) PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam 1 (satu) Masa Pajak 

harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak 

berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. 

(o) PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh 

orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak 

berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling 

lama disetor tanggal 15 (lima berlas) bulan berikutnya setelah 

terutangnya pajak. 

(p) PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh 

orang pibadi dan/atau badan yang melakukan kegiatan membangun 

sendiri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah 

Masa Pajak berakhir. 

(q) PPN atau PPN dan PpnBM yang pumungutannya dilakukan oleh Pejabat 

Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, 

harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran 

kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara. 

(r) PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran 

sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

tanggal pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak 

Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 

(s) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh 

Pemungut PPN yang ditunjuk selain Bendahara Pemerintah, harus 

disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah 

Masa Pajak berakhir. 

(t) PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3b) Undang-undang KUP yang 
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melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan 

Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak berakhir. 

(u) Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria 

tertentu harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk 

masing-masing jenis pajak. 

2) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, 

Surat Keputuan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan 

Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, 

harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

3) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat 

Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan. 

 

2.2  Prosedur pembayaran pajak menggunakan Billing system 

2.2.1 e- Billing 

e-Billing adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan 

Kode Billing. Dalam pembayaran pajak menggunakan e-Billing System ini, harus 

didasari oleh dasar hukum untuk kelancaran proses pembayarannya. e-Billing 

mempunyai dasar hukum sebagai berikut: 

a) PMK-242/ PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak. 

b) PMK-32/ PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. 

c) PER-26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. 

 

 Secara umum, pembayaran pajak menggunakan e-Billing System diatur 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-242/ PMK.03/2014 Tentang 

Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak dan PMK-32/ PMK.05/2014 Tentang 

Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Secara khusus, pembayaran pajak 
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menggunakan e-Billing System diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-26/PJ/2014 Tentang sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. 

 Sejak tanggal 1 Januari 2016 sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal 

Pajak NO.SE-11/PJ/2016. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 pembayara pajak 

secara manual yang menggunakan SSP telah digantikan dengan e-Billing System. 

Semua bank persepsi termasuk semua bank BUMN wajib melaksanakan e-Billing 

System sebagai penerapan MPN G2 (Modul Penerapan Negara Generasi Kedua)  dan 

tidak akan melayani pembayaran secara manual lagi. 

 

2.2.2 Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran  

Kode Akun Pajak adalah kode yang semakin banyak digit kode akun pajaknya 

akan semakin terperinci jenis pendapatan perpajakannya. 

Kode 41         = Pendapatan Perpajakan  

Kode 411       = Pendapatan Perpajakan dalam Negeri 

Kode 4111     = Pendapatan Perpajakan dalam Negeri yaitu Pendapatan Pajak 

Penghasilan atau PPh  

Kode 41111   = Pendapatan Perpajakan dalam Negeri yaitu Pendapatan PPh Migas 

Kode 411111 = Pendapatan Perpajakan dalam Negeri yaitu Pendapatan PPh Minyak 

Bumi  

Kode 411112 = Pendapatan Perpajakan dalam Negeri yaitu Pendapatan PPh Gas 

Bumi 

Kode Jenis Setoran adalah kode yang memberikan pengertian untuk apakah pajak 

tersebut dibayar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/ PJ/ 

2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.  

 

2.2.3 Masa pajak dan Tahun Pajak  

 Berdasarkan UU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak 
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untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka 

waktu tertentu sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang. Tahun Pajak 

adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan 

tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

 

2.2.4 Kode Billing 

 Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak NO.SE-11/PJ/2016. 

Kode Billing sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem Billing atas 

suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak. Kode 

Billing terdiri dari 15 digit angka, dimana digit pertama adalah Kode penerbitan 

Billing. 

 Cara mendapatkan Kode Billing ada 4 (empat) yaitu: 

a) Melaui https://sse3.pajak.go.id (SSE3) 

b) Billing DJP 

c) Sms ID Billing  

d) Internet Banking 

 Masa berlakunya Kode Billing untuk penyetoran atau pembayaran pajak yang 

awalnya diatur hanya 48 jam. Namun Direktorat Jenderal Pajak memberikan 

kelonggaran waktu masa berlakunya Kode Billing untuk pembayaran pajak dari yang 

semula 48 jam menjadi 168 jam. 

 

2.2.5 Pembayaran pajak menggunakan Kode Billing 

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak NO.SE-11/PJ/2016. 

Setelah mendapatkan Kode Billing, selanjutnya Wajib Pajak dapat melalukan 

pembayaran yang dapat dibayarkan melalui : 

a) ATM 

b) Teller Bank (Bank Persepsi) atau Kantor Pos 

c) Internet Banking 
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Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/ PJ/ 2009 

Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak. Jenis Pajak yang dibayarkan 

menggunakan Kode Billing adalah PPh pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, 

PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 26, 

PPh Final 4 ayat (2), PPh Non Migas Lainnya, Fiskal Luar Negeri, PPh Minyak 

Bumi, PPh Gas Alam, PPh Migas Lainnya, PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPN 

Lainnya, PPnBM Dalam Negeri, PPnBM Impor, PPnBM lainnya, Bea Meterai, 

Benda Meterai, Penjualan Batubara, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Bunga/Denda 

Penagihan PPh, Bunga/Denda Penagihan PPN, Bunga/Denda Penagihan PPnBM, 

Bunga/Denda Penagihan PTLL.  

 

2.2.6 Bukti Penerimaan Negara (BPN) 

Berdasarkan PMK-32/ PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara 

Secara Elektronik. Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan 

NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan 

surat setoran.  Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah nomor tanda 

bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada Bukti Penerimaan 

Negara dan diterbitkan oleh sistem settlement yang dikelola Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Nomor Transaksi Bank (NTB) adalah 

nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Bank 

Persepsi.  Nomor Transaksi Pos (NTP) adalah nomor bukti transaksi penyetoran 

penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Pos Persepsi.  
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BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Jember Jl. Karimata No. 54 Jember pada bagian Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

(WASKON) III. 

 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal pelaksaan Praktek Kerja Nyata sesaui dengan surat tugas nomor 

339/UN25.1.2/SP/2017  yaitu dimulai dari tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan 

28 Februari 2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. 

Adapun Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam Kerja 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yaitu: 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Jember 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s.d. Kamis 07.30–16.00 WIB 12.00–13.00 WIB 

Jumat 07.30–16.00 WIB 11.30–13.00 WIB 

Sabtu dan Minggu Libur Libur 

 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata  

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yang dapat 

dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini: 
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Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata  

Waktu Pelaksanaan 

(a) 

Kegiatan 

(b) 

Penanggung Jawab 

(c) 

Rabu, 01 Februari 2017 1. Diterima di KPP Pratama 

Jember oleh Kepala Bagian  

Umum  

2. Penempatan di bagian 

Waskon 3  

 

3. Memisahkan surat-surat 

berdasarkan tanggalnya 

1. Bpk. Ikhwan selaku 

Kepala Bagian 

Umum 

2. Bpk.Susi Winindyo 

selaku Kasi Waskon 

3 

3. Bu. Afi selaku AR 

Waskon 3 

Kamis, 02 Februari 2017 1. Merekap PPN dan PPh 21 

2. Memisahkan surat-surat 

berdasarkan tanggalnya 

3. Membuat Surat Tagihan 

Pajak (STP) 

1. Bpk. Fauzi selaku 

AR waskon 3 

2. Bu. Afi selaku AR 

Waskon 3 

3. Bpk.Indra Gunawan 

selaku AR Waskon 

3 

Jumat, 03 Februari 2017 1. Visit Wajib Pajak 

2. Membuat surat permintaan 

penjelasan atas data atau 

keterangan (SP2DK) dan 

himbauan pembayaran PPh 

final bulanan omzet tertentu 

sesuai PP 46 tahun 2016 

1. Bersama Bu. Arum 

dan Bpk. Fauzi 

selaku AR waskon 3 

2. Bpk.Indra Gunawan 

selaku AR Waskon 

3 

 

 

Selasa, 07 Februari 2017  1. Pendampingan e-Billing, 

     Pendampingan e-Filling, 

     dan Imput data efin  

kolektif. 

1. Bpk. Jouhar selaku 

pelaksana seksi 

Pelayanan 

 

Rabu, 08 Februari 2017 1. Imput data efin kolektif dan 

      Sharing terkait e-Billing 

1. Bpk. Jouhar selaku 

pelaksana seksi 

Pelayanan 

Kamis, 09 Februari 2017 1. Pendampingan e-Billing, 

     Pendampingan e-Filling, 

     dan Imput data efin kolektif. 

2. Merekap PPN dan PPh 21 

 

3. Sharing terkait e-Billing 

1. Bpk. Jouhar selaku 

pelaksana seksi 

Pelayanan  

2. Bpk. Fauzi selaku 

AR Waskon 3 

3. Dendy selaku 

pelaksana seksi PDI 

Jumat, 10 Februari 2017 1. Pendampingan e-Billing, 

     Pendampingan e-Filling,     

1. Bpk. Jouhar selaku 

pelaksana seksi  
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(a) (b) (c) 

 dan Imput data efin 

kolektif.  

2. Merekap PPN dan PPh 21 

3. Sharing terkait e-Billing 

Pelayanan 

 

2. Bpk. Fauzi AR 

Waskon 3 

3. Dendy Erwahyudha 

selaku pelaksana 

seksi PDI 

Senin, 13 Februari 2017 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pendampingan e-Billing, 

     Pendampingan e-Filling, 

     dan Imput data efin 

kolektif. 

2. Membuat surat permintaan 

penjelasan atas data atau 

keterangan (SP2DK) dan 

himbauan pembayaran PPh 

final bulanan omzet tertentu 

sesuai PP 46 tahun 2016 

1. Bpk. Jouhar selaku 

pelaksana seksi 

Pelayanan 

 

2. Bpk. Teguh selaku 

AR Waskon 3 

Selasa, 14 Februari 2017 1. Pendampingan e-Billing, 

     Pendampingan e-Filling, 

     dan Imput data efin kolektif. 

2. Merekap PPN dan PPh 21 

3. Membuat surat permintaan 

penjelasan atas data atau 

keterangan (SP2DK) dan 

himbauan pembayaran PPh 

final bulanan omzet tertentu 

sesuai PP 46 tahun 2016 

1. Bpk. Jouhar selaku 

pelaksana seksi 

Pelayanan 

2. Bpk. Fauzi selaku 

AR Waskon 3 

3. Bpk. Indra Gunawan 

selaku AR Waskon 

3 

Rabu, 15 Februari 2017 1. Pendampingan e-Billing, 

     Pendampingan e-Filling, 

     dan Imput data efin kolektif. 

2. Merekap PPN dan PPh 21  

1. Bpk. Jouhar selaku 

pelaksana seksi 

Pelayanan 

2. Bpk. Fauzi selaku  

AR Waskon 3 

Kamis, 16 Februari 2017 1. Pendampingan e-Billing, 

     Pendampingan e-Filling, 

     dan Imput data efin kolektif. 

2. Sharing terkait e-Billing 

1. Bpk. Jouhar selaku 

pelaksana seksi 

Pelayanan 

2. Dendy Erwahyudha 

selaku pelaksana 

seksi PDI 
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(a) (b) (c) 

Jumat, 17 Februari 2017  

 

1. Pendampingan e-Billing, 

     Pendampingan e-Filling, 

     dan Imput data efin kolektif. 

2. Membuat surat permintaan 

penjelasan atas data atau 

keterangan (SP2DK) dan 

himbauan pembayaran PPh 

final bulanan omzet tertentu 

sesuai PP 46 tahun 2016 

1. Bpk. Jouhar selaku 

pelaksana seksi 

Pelayanan 

2. Bpk. Didik selaku 

AR Waskon 3 

 

 

Senin, 20 Februari 2017 1. Pendampingan e-Billing, 

     Pendampingan e-Filling, 

     dan Imput data efin kolektif. 

2. Sharing terkait e-Billing 

1. Bpk. Jouhar selaku 

pelaksana seksi 

Pelayanan 

2. Dendy Erwahyudha 

selaku pelaksana 

seksi PDI 

Selasa, 21 Februari 2017 1. Pendampingan e-Billing, 

     Pendampingan e-Filling, 

     dan Imput data efin kolektif. 

1. Bpk. Jouhar selaku 

pelaksana seksi 

Pelayanan 

 

Rabu, 22 Februari 2017 1. Pendampingan e-Billing, 

     Pendampingan e-Filling, 

dan Imput data efin 

kolektif. 

2. Membuat surat permintaan 

penjelasan atas data atau 

keterangan (SP2DK) dan 

himbauan pembayaran PPh 

final bulanan omzet tertentu 

sesuai PP 46 tahun 2016 

1. Bpk. Jouhar selaku 

pelaksana seksi 

Pelayanan 

Bpk. Didik selaku 

AR Waskon 3 

Kamis, 23 Februari 2017 1. Pendampingan e-Billing, 

     Pendampingan e-Filling, 

     dan Imput data efin kolektif. 

1. Bpk. Jouhar selaku 

pelaksana seksi 

Pelayanan 

Jumat, 24 Februari 2017 1. Pendampingan e-Billing, 

     Pendampingan e-Filling, 

     dan Imput data efin kolektif. 

2. Membuat surat permintaan 

penjelasan atas data atau 

keterangan (SP2DK) dan 

himbauan pembayaran PPh 

final bulanan omzet tertentu 

sesuai PP 46 tahun 2016 

1. Bpk. Jouhar selaku 

pelaksana seksi 

Pelayanan 

2. Bpk. Didik selaku 

AR Waskon 3 
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(a) (b) (c) 

Senin,  27 Februari 2017 1. Pendampingan e-Billing, 

     Pendampingan e-Filling, 

     dan Imput data efin kolektif. 

2. Sharing terkait e-Billing 

 

 

1. Bpk. Jouhar selaku 

pelaksana seksi 

Pelayanan 

2. Dendy Erwahyudha 

selaku pelaksana 

seksi PDI 

Selasa, 28 Februari 2017 1. Pendampingan e-Billing, 

     Pendampingan e-Filling, 

     dan Imput data efin kolektif. 

2. Membuat surat permintaan 

penjelasan atas data atau 

keterangan (SP2DK) dan 

himbauan pembayaran PPh 

final bulanan omzet tertentu 

sesuai PP 46 tahun 2016 

1. Bpk. Jouhar selaku 

pelaksana seksi 

Pelayanan 

2. Bpk. Didik selaku 

AR Waskon 3 

   

 

3.2.2 Ruang Lingkup Kegiatan  

   Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh 

penulis dengan judul „Prosedur Pembayaran Pajak menggunakan e-Billing System 

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Sehingga pada pelaksanaan Praktek 

Kerja Nyata penulis ditempatkan pada beberapa seksi yang berkaitan dengan judul 

tersebut, diantaranya: 

a. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) III 

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti perekaman potensi Wajib Pajak, 

pembuatan Surat Tagihan Pajak sesuai dengan data Wajib Pajak yang terekam 

sebelumnya, ataupun ikut serta dalam kunjungan AR (Account Representative) untuk 

memberikan konsultasi secara langsung pada Wajib Pajak.  

b. Seksi Pelayanan  

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti pendampingan Pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) melalui e-Filling, pengaktivasian data e-FIN, pendampingan 

pembuatan ID Billing yang digunakan untuk pembayaran pajak secara online. Pada 
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seksi pelayanan ini penulis dapat berinteraksi secara langsung dengan Wajib Pajak 

serta dapat mengetahui langkah-langkah pembuatan ID Billing dimana hal ini 

berkaitan dengan kebutuhan Tugas Akhir penulis. 

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 

Pada seksi ini penulis dapat melakukan pengumpulan data sekunder dengan 

mengajukan permohonan pengambilan data kepada OC (Operator Console) KPP 

Pratama Jember yang bertempat di Seksi PDI, dan permohonan pengambilan data 

tersebut telah di setujui oleh Kepala Seksi PDI. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data  

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data 

kuantitatif. Data kuantitatif berupa jumlah Wajib Pajak dan jumlah Wajib Pajak yang 

telah menggunakan Billing System yang dinyatakan  dalam bentuk numerical serta 

diolah secara elektronik. 

 

3.3.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan Fiskus. Data primer 

diperoleh dari data-data terkait dengan pembayaran pajak menggunakan e-

Billing seperti Kode Billing yang telah diperoleh dan bukti pembayaran 

pajaknya. 

b. Data Sekunder  

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang 

memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, 

modul, dan lain-lain. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

ini adalah: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunkan buku, 

internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan 

Praktek Kerja Nyata ini. 

b. Wawancara  

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab 

kepada narasumber. Adapun wawancara telah dilakukan dengan : 

1) Wajib Pajak: 

(a) Bapak Andriek Martha Prayoga  

(b) Bapak Moh. Soliqin  

(c) Ibu Sri Handari  

2) Pegawai Pajak Pratama Jember  

(a) Bapak Jouhar 

(b) Bapak Dendy  
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Jember tentang Prosedur Pembayaran Pajak menggunakan e-Billing System 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, dapat ditarik kesimpulan : 

a. Sebelum Wajib Pajak menggunakan e-Billing, Wajib Pajak terlebih dahulu harus 

mendaftar untuk mendapat kode billing dan mengisi pembayaran pajak sesuai 

dengan kewajiban; 

b. Ada emas cara utama Wajib Pajak dalam mendapatkan kode billing yaitu melalui 

: https://sse3.pajak.go.id  (SSE3), Billing DJP, SMS ID Billing, Internet Banking; 

c. Wajib Pajak dapat membayarkan pajak sesuai dengan kewajibannya yang 

melalui Kantor Pos dan Teller Bank, Internet Banking dan ATM (Anjungan 

Tunai Mandiri). 

5.2 Saran  

a. Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan sosialisasi yang lebih persuasif kepada 

Wajib Pajak agar menggunakan e-Billing System sebagai sarana dalam 

membayar pajak dan sosialisasi harus lebih luas lagi jangkauannya karena masih 

banyak Wajib Pajak yang belum tahu tentang Billing System ini; 

b. Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan kerja sama terhadap pihak pihak terkait 

contohnya Tax Center dalam proses sosialisasi atau melakukan pendampingan 

dengan mengadakan kelas pelatihan untuk pembayaran pajak menggunakan e-

Billing System; 

c. Kantor Pelayanan Pajak dapat membuat aplikasi untuk mendapatkan Kode 

Billing agar mempermudah Wajib Pajak mendapatkan Kode Billing tanpa 

mengakses dari Internet.  
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Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Magang 

 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


72 
 

 

 

Lampiran 2. Surat Diterima Magang 
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi  
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Lampiran 5. Surat Tugas Pembimbing 
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Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 

 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


77 
 

 

 

Lampiran 7. Daftar Hadir Paraktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan PKN 
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Lampiran 9. PMK-242/ PMK.03/2014   

 

MENTERI KEUANGAN  

REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN  

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 242/PMK.03/2014  

TENTANG  

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimb ang :  a .   bahwa ke ten tuan mengena i  penentuan t angga l  j a tuh t empo 
pembayaran dan penyetoran pa jak,  penentuan t empat  
p e mb a ya ra n  p a j a k ,  d a n  t a t a  ca r a  p e mb a ya ra n  p a j ak ,  
p e n ye t o r a n  d a n  p e l ap o ra n  p a j a k ,  s e r t a  t a t a  c a r a  
p e n g a n g s u r a n  d a n  p e n u n d a a n  p e mb a y a r a n  p a j a k  t e l a h  
diatur  dalam Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 
184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal  Jatuh Tempo 
Pembayaran dan Penyetoran Pajak,  Penentuan Tempat 
Pembayaran Pajak,  dan Tata  Cara  Pembayaran Pajak,  
P en ye to ran  d an  P e lap o ran  P a j ak ,  se r t a  T a ta  Ca ra  
P e n g a n g s u r a n  d a n  P e n u n d a a n  P e mb a y a r a n  P a j a k  
s e b a g a i ma n a  t e l a h  d i u b a h  d e n g a n  P e r a t u r a n  Me n t e r i  
Keuangan Nomor  80/PMK.03/2010,  

b.   bahwa ke tentuan mengenai  j angka  waktu pe lunasan Sura t  
Tagihan Pajak,  Sura t  Kete tapan Pajak Kurang Bayar ,  dan 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat 
K e p u t u s a n  P e mb e t u l a n ,  S u r a t  K e p u t u s a n  K e b e r a t a n ,  
Putusan Banding,  dan Putusan Peninjauan Kembali ,  yang 
menyebab kan jumlah pa jak yang harus  d ibayar  ber tambah 
bagi  Waj ib  Pajak usaha keci l  dan Waj ib  Pajak di  daerah 
te r tentu  te lah d ia tur  da lam Pera turan Menter i  Keuangan 
Nomor 187/PMK.03/2007;  

c.  bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak 
mela lui  pemindahbukuan telah diatur  dalam Keputusan  
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Lampiran 10. PMK-32/ PMK.05/2014 
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Lampiran 11. PER-26/PJ/2014 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  

NOMOR PER - 26/PJ/2014 

TENTANG 

SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK  

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

Menimbang : 

a. bahwa uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) telah diatur dalam 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba 

Penerapan Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul 

Penerimaan Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

19/PJ/2012; 

b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan 

penerapan di seluruh wilayah Indonesia dan penyempurnaan penatausahaan pembayaran pajak 

secara elektronik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka 

melaksanakan Pasal 15, Pasal 16 ayat (3), Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (5) Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik; 

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5268); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha 

yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5424); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo 

Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Penentuan Tanggal Jatuh 

Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara 

Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran 

Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik; 
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Lampiran 12. SE-11/PJ/2016 
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Lampiran 13. PER-38/PJ/2009 
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Lampiran 14. Contoh Leaflet e-Billing 
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Lampiran 15. Contoh Cetakan Kode Billing 
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Lampiran 16. Contoh Bukti Penerimaan Negara 
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